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PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian kasus tindak pidana membuka rahasia kedokteran dapat diselesaikan
melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada umumnya jalur
mediasi lebih diutamakan akan tetapi apabila masalah yang tidak dapat diatasi oleh
mediasi maka adanya lembaga penyelesaian disiplin kedokteran Indonesia yakni
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan
lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan
tugasnya bersifat independen. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan maka
terdapat dasar hukum Pasal 51 huruf C Undang-Undang Praktik Kedokteran
menyebutkan bahwa seorang dokter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan
segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu
meninggal dunia dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang membuka rahasia yang diketahuinhya
tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dalam hal
penyelesaian kasus seorang dokter yang membuka rekam medis tidak sesuai prosedur

yang berlaku penyelesaiannya belum optimal karena kedua belah pihak masih
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menggunakan jalur mediasi sedangkan dalam hukum pidana tidak dikenal adanya

jalur mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran yakni
Seorang dokter yang membuka rahasia rekam medis tidak sesuai prosedur
yang berlaku seharusnya penegakan hukumnya harus lebih dipertegas lagi
karena profesi dokter merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban secara nyata atas
pelanggaran yang dibuat oleh dokter. Pada dasarnya penerapan sanksi tindak
pidana membuka rahasia rekam medis haruslah lebih dipertegas lagi dalam
suatu peraturan perundang-undangan agar profesi dokter dapat lebih
bertanggungjawab dalam menjaga rahasia rekam medis sehingga dapat

meningkatkan keprofesionalan dari profesi seorang dokter.
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